ABSTRAK

M FIKRI M SANGAJI : Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Dan Hak Keuangan
Penjabat Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Sula, Dibimbing oleh Mahmud Hi Umar
SH.MH dan Yahya Yunus SH.MH.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur
pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan hak keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Sula. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi terhadap masa jabatan
dan hak keuangan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam penelitian ini

penulis menggunakan tipe penelitian dan jenis penelitian hukum empiris.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah di dalam mengambil
keputusan terkait dengan masa jabatan dan hak keuangan Penjabat Kepala Desa sesuai dengan
keinginanya tanpa melihat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 43
Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Daerah telah mengenyampingkan Peraturan
Pemerintah No 43 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula No 38 Tahun

2017 tentang masa jabatan dan hak keuangan penjabat kepala desa

Kurangnya sosialisasi Peraturan Bupati No 38 Tahun 2017 tentang hak keuangan
penjabat kepala desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Badan
Permusyawaratan Desa serta tidak adanya pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa (DPMD) terhadap desa-desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula



